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ABSTRAK 

 

 Skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM 

PEMBERI DAN PENERIMA HIBAH PALSU ATAS KERUGIAN 

IMMATERIIL DALAM PERSPEKTI PERBUATAN MELANGGAR 

HUKUM” ini dilatarbelakangi permasalahan yang pernah viral di Indonesia, 

dimana pemberi hibah melakukan perbuatan melanggar hukum karena 

melakukan penghibahan palsu sehingga penerima hibah mendapatkan 

kerugian immateril. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah pertanggungjawaban perdata pemberi hibah palsu yang telah 

membuat kerugian secara immateril kepada penerima hibah palsu. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan membahas 

doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa perbuatan perjanjian hibah palsu yang merugikan 

secara immateriil adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah 

memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Para pihak dalam 

perjanjian hibah ini baik pemberi hibah dan penerima hibah harus 

memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan karena kesalahannya. 

Bentuk kerugian immateriil tersebut adalah rasa malu yang diderita oleh 

penerima hibah palsu. Hakim dalam memutus dan mengadili perkara 

tersebut harus mempertimbangkan unsur-unsur berdasarkan Pasal 1365 

KUH Perdata. Pertanggungjawaban perdata bagi pihak dalam perjanjian 

hibah palsu berupa ganti rugi baik dalam bentuk materiil maupun 

immateriil. 

 

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Hibah, Perbuatan Melanggar Hukum. 

 

Mengetahui, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seseorang selalu memiliki hubungan dengan orang lain untuk kepuasan 

kebutuhannya, baik hubungan yang mengikat secara hukum maupun yang tidak 

mengikat secara hukum dapat eksis dalam suatu hubungan.Landasan suatu 

peristiwa hukum adalah hubungan yang mengikat secara hukum yang 

memberikan hak dan kewajiban kepada pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, 

salah satu alat yang ditetapkan oleh undang-undang untuk kepentingan bersama 

(subjek hukum) untuk mengikat para pihak dalam memenuhi kewajibannya 

adalah perjanjian. 

Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikat satu orang atau lebih. Menurut 

Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu orang berjanji kepada 

orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu
1
. Dengan 

adanya perjanjian, itu memberi para pihak hak dan kewajiban. Istilah "hak" dan 

"kewajiban" dalam Perjanjian ini juga berhubungan dengan prestasi.Dalam Pasal 

1234 KUH Perdata, disebutkan bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, 

berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Pihak yang diwajibkan untuk 

memenuhi suatu kewajiban berdasarkan perjanjian, yang dikenal sebagai debitur, 

dapat memutuskan terlebih dahulu apa, kapan, di mana, dan bagaimana ia akan 

melaksanakan tugas dengan menyesuaikan dengan kemampuannya untuk 

                                                 
1
 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 36 
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melakukannya dan dengan menyamakan dengan hak ( dan tanggung jawab) yang 

ada pada lawannya.
2
 

Ketentuan terkait perikatan Buku III KUHPerdata mengatur segala kesulitan 

hukum yang timbul dari pengaturan ini. Perjanjian hibah adalah contoh 

pengaturan sukarela atau bebas atau cuma-cuma. Pada umumnya hibah mengikuti 

aturan KUH Perdata tentang hibah (schenking) yaitu Pasal 1666 sampai dengan 

Pasal 1693.  

Secara perdata, pengertian dari penghibahan terdapat di Pasal 1666 ayat (1) 

dan (2) KUH Perdata, Hibah didefinisikan sebagai suatu ketentuan di mana 

pemberi hibah secara bebas atau sukarela dan tidak dapat ditarik kembali 

mendistribusikan suatu barang selama hidupnya yang berharga bagi penerima 

hibah yang menerima penyerahan tersebut. Hukum hanya mengakui hibah yang 

dibuat untuk orang yang masih hidup.
3
 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata tersebut, Hibah secara jelas 

didefinisikan sebagai kesepakatan, yaitu kesepakatan antara pemberi hibah dan 

penerima hibah. Akibat status hibah sebagai suatu perjanjian, maka pemberi hibah 

harus menyerahkan dan mengalihkan barang yang diberikan kepada penerima, 

yang mempunyai akibat hukum. Hanya dalam perjanjian hibah terdapat kewajiban 

sepihak, artinya penerima hibah tidak memiliki tanggung jawab apapun dan hanya 

pemberi hibah yang tunduk padanya.
4
 

                                                 
2
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 14 
3
R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT.Pradnya Paramita, 

Jakarta, 2006, hlm. 346. 
4
M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung, 1986, hlm. 273 
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Tidak ada pemindahan hak milik atas suatu benda menurut sistem KUH 

Perdata (seperti yang terjadi pada saat jual beli, dan tukar menukar), karena hak 

milik ini hanya dapat dialihkan dengan “levering” atau proses ini (secara yuridis).
5
 

Menurut Pasal 1682 KUH Perdata, perjanjian hibah harus diajukan dalam 

bentuk akta notaris. “Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 

1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, 

yang aslinya disimpan oleh notaris itu.” Sementara itu, Pasal 1687 KUH Perdata 

menyebutkan: “Pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat 

penagihan hutang kepada si  penunjuk dari satu tangan ke tangan yang lain tidak 

memerlukan suatu akta dan adalah sah dengan menyerahkan belaka kepada si 

penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu 

atas nama si penerima hibah.” 

Berdasarkan ketentuan pasal 1687 KUH Perdata, menurut Subekti, pemberian 

barang bergerak atau surat tagihan atas suatu pertunjukan (aan tonder) tidak 

memerlukan formalitas dan dapat diselesaikan secara sah dengan memberikan 

barang kepada ahli waris tanpa menggunakan akta notaris untuk barang tidak 

bergerak. berikan kepadanya secara langsung atau kepada pihak ketiga yang 

bertindak atas namanya.
6
 

Berasaskan pada ketentuan pada Pasal 1687, dalam melakukan penyerahan 

tidak serta merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada si penerima hibah, 

harus diterima dahulu oleh si penerima hibah agar ia mengikat si penghibah. 

Penerima hibah dapat secara pribadi menerima hibah atau dapat menunjuk kuasa 

                                                 
5
Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 94 

6
Ibid, hlm. 95 
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melalui akta notaris; surat kuasa harus berbentuk surat kuasa khusus. Selanjutnya 

harus ditegaskan bahwa barang-barang yang tercakup dalam Pasal 1687 dapat 

disumbangkan, tetapi hanya jika ada jaminan. Dalam hal ini, sumbangan akan 

dibuat dalam suatu akta, dan barang-barang itu baru akan dieksekusi kemudian. 

Ketentuan Pasal 1683 ayat 2, yang juga mensyaratkan "penerimaan" secara 

tertulis dan harus diberikan selama pemberi masih hidup, juga harus 

dipertimbangkan dalam situasi ini. Penerimaan dapat dinyatakan dalam hibah itu 

sendiri atau dalam akta asli berikutnya.
7
 

Fungsi akta notaris dalam hibah bukan semata-mata sebagai alat bukti, tapi 

juga sebagai syarat esensial untuk sahnya persetujuan hibah. Karena itu hibah 

yang tak diperbuat dengan akta notaris, atau hibah yang diperbuat dengan cara 

bebas di luar akta notaris adalah persetujuan hibah yang mutlak batal. Demikian 

juga halnya mengenai pembaharuan hibah. Suatu hibah tidak dapat dilakukan 

pembaharuan dikemudian hari dengan suatu akta notaris. Artinya, suatu hibah 

yang semula diperbaharui dan disempurnakan dengan akta notaris di belakang 

hari. Pembaharuan demikian tidak bisa berlaku sejak penghibahan semula. 

Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian hibah harus memenuhi persyaratan 

berikut, yaitu: 

1) Dalam hidupnya si penghibah. 

Subekti berpendapat sebagai berikut: 

Ungkapan "pada waktu hidupnya" digunakan oleh pemberi untuk 

membedakan pemberian ini dari pemberian dalam wasiat, yang hanya akan 

                                                 
7
Ibid, hlm. 103 
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berlaku setelah kematian penghibah  dan dapat diubah atau dicabut olehnya setiap 

saat selama penerima hibah masih hidup. Sebutan “legaat” (hibah wasiat) yang 

diatur dalam hukum waris, diberikan kepada hibah dalam wasiat dalam 

KUHPerdata sekalipun hibah ini merupakan suatu perjanjian. Mengingat hibah 

merupakan suatu perjanjian menurut KUH Perdata, maka pemberi hibah tidak 

dapat mengubah atau mengakhiri hibah secara sepihak..”
8
 

2) Penafsiran pemberi hibah harus menguntungkan pihak penerima hibah 

Hibah harus dilakukan dengan tujuan "menguntungkan" atau meningkatkan 

kekayaan penerima hibah. Hal ini menunjukkan bahwa pemberi hibah 

menyumbangkan sebagian dari kekayaannya secara bebas dan sukarela untuk 

diubah menjadi keuntungan dan ditambahkan ke kekayaan penerima hibah. 

Selanjutnya, hibah yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan di kemudian hari..
9
 

3) Hal Percuma (om niet) 

Tidak ada kewajiban dari pihak penerima hibah, dan sehubungan dengan 

manfaat penerima, tidak ada keuntungan bagi pemberi hibah.
10

 Pasal 1670 

KUHPerdata memberikan penjelasan tentang pengecualian tersebut di atas: “suatu 

hibah adalah batal, jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan 

melunasi utang-utang atau beban-beban lain, selainnya yang dinyatakan dengan 

tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam sutu daftar yang ditempelkan 

padanya.” 

                                                 
8
Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 95 

9
M. Yahya Harahap, Loc. Cit 

10
Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bale, Bandung, 1989, hlm. 115  
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Hibah bersyarat diperbolehkan sepanjang syarat itu disebutkan dalam surat 

hibah, berupa perintah agar penerima membayar utang pemberi hibah atau 

memenuhi kewajiban hibah kepada pihak ketiga.
11

 

4) Ketiadaan kemungkinan menarik kembali 

Sebagai perjanjian hibah (schenking), itu tidak dapat dibatalkan dan tidak 

dapat diakhiri hanya atas kemauan satu pihak.Oleh karena itu, sangat berbeda 

dengan wasiat atau pemberian dalam wasiat, yang menjadi mutlak hanya setelah 

kematian si pemberi, dan sampai saat itu ia selalu dapat mencabutnya.
12

 

5) Meliputi barang-barang yang pada waktu itu menjadi milik si pemberi hibah, 

bila belum menjadi milik adalah batal. 

Hibah hanya berlaku untuk hal-hal yang sudah ada, jika itu juga mencakup 

hal-hal yang tidak akan tersedia sampai nanti, itu akan batal demi hukum. Dalam 

hal ini diatur dalam Pasal 1667 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut::  

i. Hibah hanya dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. 

ii. Jika hibah meliputi benda-benda yang akan ada dikemudian hari maka 

sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. 

Menurut prinsip ini, jika ditentukan bahwa dua item terkait satu sama lain dan 

sudah ada, penghibahan hari berikutnya tentang kedua item itu tidak akurat
13

. RM 

Suryodiningrat mengetahui tentang bagian ini dan mengklaim bahwa ia 

menyatakan bahwa setiap tikungan yang telah ada dapat dipanggul, apakah itu 

bergerak atau tidak.
14

 

                                                 
11

Ibid, hlm. 117 
12

Ibid 
13

Subekti, Op. Cit. Hlm 95 
14

R.M Suryodiningrat, Asas-Asas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1995, hlm. 60 
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Sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya penghibah yang melakukan 

hibah harus mengenai benda benda yang sudah ada, namun apabila benda yang 

dimaksudkan untuk dihibahkan itu belum ada maka hibah batal, terkait hal 

tersebut apabila seseorang yang pemberi hibah tersebut sudah melakukan 

penyerahan namun barang yang dihibahkan tersebut tidak sesuai atau memiliki 

indikasi palsu maka menimbulkan kerugian immateriil yang diderita penerima 

hibah. Hal ini dapat dilihat di Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa tiap 

perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 

kerugian tersebut.
15

. Mariam Darus Badrulzaman dalam Rancangan Undang-

Undang (RUU) Perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap, sebagai 

berikut:
16

 

A. Suatu perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya 

menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut 

B. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orag lain atau 

bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan 

kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain. 

C. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib 

dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan 

terlarang dan karenanya melanggar hukum. 

                                                 
15

R. Subekti dan Tjitrosudibio, Loc. Cit. 
16

Sutan Remy Sjahdeini dkk, Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang 

Perbuatan Melawan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional,Departemen Kehakiman RI, 

Jakarta, 2007, hlm. 18 
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Mariam Darus Badrulzaman ini telah menerapkan perkembangan pemikiran 

yang baru terkait perbuatan melanggar hukum. Sebab dalam konsep itu, 

pengertian melanggar hukum menjadi tidak hanya diartikan sebagai melanggar 

undang-undang(hukum tertulis) tetapi juga bertentangan dengan kepatuhan yang 

seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis). 

Perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata pada awalnya 

mengandung definisi yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. 

Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melanggar hukum merupakan 

perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-

undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melanggar hukum 

(onrechtmatigedaad) sama dengan perbuatan melanggar undang-undang 

(onwetmatigedaad).
17

 

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melanggar 

hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah 

hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. 

Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah 

hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang 

menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya 

dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.
18

 

Terminologi “Perbuatan Melanggar Hukum” antara lain digunakan oleh 

Mariam Darus Badrulzaman, dengan mengatakan: “Pasal 1365 Kitab Undang-

                                                 
17

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, 

hlm. 5 
18

 Setiawan, Empati Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan Perkembangannya dalam 

Yurisprudensi, Varia Peradilan No.16, 2006. 
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Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar 

hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang karena 

salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut”.
19

 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa perbuatan 

melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain 

atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut 

undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis 

yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama 

warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum. 

Mengingat kasus yang dilakukan oleh keluarga Akidi Tio yang diduga 

memberikan hibah palsu menjadi alasan untuk pemberi hibah tersebut melakukan 

perbuatan yang melanggar hukum yang akibat dari perbuatannya menimbulkan 

kerugian immateriil yang berupa turunnya tingkat kredibilitas citra suatu 

institusisebagai penerima hibah palsu yang  jika dilihat dari perspektif perbuatan 

melanggar hukum. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis kemudian tertarik untuk mengangkatnya 

dalam skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Pemberi dan 

Penerima Hibah Palsu atas Kerugian Immateriildalam Perspektif Perbuatan 

Melanggar Hukum”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskanlah 

masalah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi, sebagai berikut: 

                                                 
19

Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan 

Penjelasan, Alumni,Bandung, 2006, hlm. 146 
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1. Apakah pemberi hibah palsu yang berakibat kerugian immateriil kepada 

penerima hibah tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata bagi pemberi hibah palsu atas 

kerugian immateriil penerima hibah palsu dalam perbuatan melanggar 

hukum? 

C. Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah yang 

tercantum di bawah ini berdasarkan uraian masalah di atas: 

1. Untuk menganalisis dan memahami tentang perbuatan pemberi hibah palsu 

yang berakibat kerugian immateriil kepada penerima hibah palsu tergolong 

atau tidak tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum. 

2. Untuk menganalisis dan memahami tentang pertanggungjawaban perdata bagi 

pemberi hibah palsu atas kerugian immateriil penerima hibah palsu dalam 

perbuatan melanggar hukum 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat untuk 

meningkatkan ilmu Hukum Perdata dan sebagai sumber pemikiran bagi 

masyarakat secara keseluruhan yang berkaitan dengan: Pertanggungjawaban 

Hukum Pemberi dan Penerima Hibah Palsu atas Kerugian ImmateriilPerspektif 

Perbuatan Melanggar Hukum. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi pemberi hibah untuk 

mengetahui dan memahami pertanggungjawaban atas perbuatan hibah yang 

dilakukan yang dapat merugikan penerima hibah secara immateriil sesuai 

dengan perspektif perbuatan melanggar hukum. 

b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penerima hibah untuk mengetahui dan 

memahami penyelesaian atas kerugian immateriil yang dialami melalui 

perspektif perbuatan melanggar hukum. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat 

secara umum agar dapat memahami dan mengetahui terkait 

pertanggungjawaban hukum pemberi hibah palsu atas kerugian immateriil 

penerima hibah palsu dalam perspektif perbuatan melanggar hukum. 

E. Ruang Lingkup 

Penulis membatasi ruang lingkup percakapan untuk memberikan pemahaman 

yang lebih jelas dan menyeluruh serta mencegah menyimpang dari subjek yang 

diajukan pada Pertanggungjawaban Hukum Pemberi dan Penerima Hibah Palsu 

atas Kerugian ImmateriilPerspektif Perbuatan Melanggar Hukum. 

F. Kerangka Teori 

Pada dasarnya kerangka teori merupakan sebuah anggapan dasar atau sebuah 

hipotesis yang memberikan informasi berupa keterangan terhadap situasi 

masalah.
20

 Penelitian ini akan memakai sejumlah teori yang relevan dengan 

                                                 
20

Buchari Lapau, Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis 

dan Disertasi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia,Jakarta, 2013, hlm. 32 
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permasalahan yang diangkat sehingga akan memperoleh hasil yang diharapkan 

pada penelitian ini. 

1. Teori Tanggung Jawab dalam Hukum 

Menurut Abdulkadir Muhammad, ada berbagai teori yang membentuk 

pengertian tanggung jawab hukum (tort liability) antara lain:
21

 

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan  

dengan sengaja (intentional tort liability), Tergugat harus mengetahui 

penyebab kerugian atau telah melakukan perbuatan yang merugikan 

penggugat.
22

. Contohnya adalah seorang pemberi hibah yang dengan sengaja 

tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang dana hibah. 

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan  

karena kelalaian (negligence tort lilability), berdasarkan pengertian kesalahan 

(concept of fault) yang berkaitan dengan konflik antara moral dan hukum 

(intermingled)
23

. Berteraskan pada teori ini kelalaian pembuat akta tanah 

yang berakibat pada munculnya kerugian pemilik tanah merupakan aspek 

penetap terdapatnya hak pemilik untuk menghadirkan gugatan ganti rugi 

kepada pembuat akta tanah. Contohnya adalah pembuat akta tanah tidak teliti 

atas dokumen salah satu pihak sehingga akta tersebut batal demi hukum. 

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa  

mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada  

perbuatannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya  

                                                 
21

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 

503 
22

Ibid. 
23

Ibid 
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meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian  

yang timbul akibat perbuatannya
24

. Hal ini mengacu pada hibah palsu yang 

diberikan oleh pemberi sehingga terdapat kerugian immateriil kepada  pihak 

lain. 

2. Teori Perjanjian 

Buku III KUH Perdata mengatur tentang Verbintenissenrecht, dimana 

tercakup pula istilah Overeenkomst. Dikenal dari 3 terjemahan Verbentenis, yaitu 

perikatan, perutangan dan perjanjian, sedangkan Overeenkomst ada 2 terjemahan, 

yaitu perjanjian dan persetujuan.
25

 Pengertian dari perjanjian itu sendiri diatur 

dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata Pasal 1313 yang berbunyi  : “Suatu 

perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”
26

 

Untuk lebih memahami perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat 

ahli, adapun pendapat para ahli adalah:  

a) Subekti 

Memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua 

orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu 

hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. 

Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 

                                                 
24

Ibid. 
25

Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, 

hlm. 41 
26

Ibid. 
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seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu 

hal.
27

 

b) Abdul Kadir Muhammad 

Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi 

antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau 

keadaan.
28

Yang mana dalam perikatan di bidang hukum harta kekayaan; dalam 

bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi 

beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas. 

c) M. Yahya Harahap 

Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang 

atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh 

prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.
29

 

Jelaslah dari pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa perjanjian itu memuat 

beberapa bagian, antara lain, yaitu: 

i. Ada pihak-pihak. Para pihak dalam perjanjian ini harus terdiri dari 

setidaknya dua orang atau badan dan dapat mengambil tindakan 

hukum sebagaimana diharuskan oleh undang-undang. 

ii. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan 

suatu perundingan 

                                                 
27

Subekti, Op. Cit. hlm. 1 
28

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 6 
29

 Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 

1 
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iii. Ada tujuan yang akan dicapai. Ini menunjukkan bahwa tujuan para 

pihak tidak boleh bertentangan dengan moralitas, hukum, atau 

ketertiban masyarakat secara umum. 

iv. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Artinya prestasi merupakan 

kewajiban yang harus dijunjung oleh pihak-pihak yang terlibat sesuai 

dengan syarat-syarat perjanjian. 

v. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Oleh karena itu, baik 

kesepakatan lisan maupun tertulis dapat diterima. Hal ini sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa suatu 

perjanjian hanya dapat mempunyai bukti yang cukup besar dan 

kekuatan mengikat dalam bentuk-bentuk tertentu.
30

 

Perjanjian dibagi menjadi dua bagian utama: bagian inti atau pokok dan 

bagian non-pokok. Pokokessensialia adalah komponen utama, dan 

pokoknaturalia dan aksidentalia adalah pokok essensialia. Hal tersebut juga dapat 

dikatakan sebagai unsur-unsur dari perjanjian. Essensialia merupakan bagian 

pokok, artinya keberadaan unsur ini mutlak, karena jika perjanjian tidak memiliki 

bagian pokok maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Naturalia, yaitu 

bagian yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat 

mengatur. Aksidentalia merupakan bagian tambahan dari perjanjian
31

. 

Di dalam perjanjian, ada pula yang dinamakan hibah. Dalam makna yang 

luas, hibah adalah memberikan hak milik seseorang kepada orang lain tanpa 

                                                 
30

 Meri Andani, Skripsi: “Kedudukan Hukum Hibah Suami Isteri dalam Kajian Pasal 

1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015”, 

Unsri, Palembang, 2020, hlm. 18 
31

Ibid., hlm. 19 
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mengharapkan imbalan dan jasa. Berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, 

penghibahan adalah suatu persetujuan yang secara cuma-cuma menyerahkan 

sesuatu untuk kepentingan penerima penyerahan barang itu, dilanjutkan dengan 

Pasal 1667 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa penghibahan hanya dapat 

dilakukan terhadap barang barang yang sudah ada pada saat penghibahan terjadi, 

maka apabila suatu barang yang dihibahkan belum ada maka suatu penghibahan 

tersebut batal oleh hukum 

3. Teori Perbuatan Melanggar Hukum 

Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwa perbuatan melanggar hukum 

dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUH Perdata, dalam arti 

pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara kedua Pasal tersebut. 

Sedangkan pengertian perbuatan melanggar hukum dalam arti luas adalah 

merupakan penggabungkan dari kedua Pasal tersebut. Lebih jelasnya pendapat 

tersebut adalah: Perbuatan dalam arti “perbuatan melanggar hukum” meliputi 

perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda “daad” (Pasal 1365) dan 

perbuatan negatif, yang dalam bahasa Belanda “nataligheid” (kelalaian) atau 

“onvoorzigtgheid” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUH 

Perdata  

Istilah “Perbuatan Melanggar Hukum” dalam bahasa Belanda disebut dengan 

Onrechtmatige Daad. Sebenarnya, istilah perbuatan melanggar hukum ini 
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bukanlah satu-satunya istilah yang dapat diambil sebagai terjemahan dari 

onrechtmatige daad
32

, akan tetapi masih ada istilah lainnya, seperti
33

: 

1) Perbuatan yang bertentangan dengna hukum 

2) Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum 

3) Perbuatan yang melanggar hukum 

4) Tindakan melanggar hukum 

5) Penyelewengan perdata 

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan 

melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh 

seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain
34

. 

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melanggar 

hukum, yaitu sebagai berikut: 

1) Perbuatan melanggar hukum karena kesengajaan. 

2) Perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur 

kesengajaan maupun kelalaian). 

3) Perbuatan melanggar hukum karena kelalaian
35

. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan 

melanggar hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Adanya suatu perbuatan 

2) Perbuatan tersebut melanggar hukum 

                                                 
32

P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, 

hlm. 303 
33

Ibid.  
34

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3 
35

Ibid.  
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3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku 

4) Adanya kerugian bagi korban 

5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
36

 

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melanggar 

hukum, yaitu sebagai berikut: 

A. Adanya Suatu Perbuatan 

Suatu perbuatan melanggar hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si 

pelakunya. Makna dari perbuatan di sini dapat didefinisikan yang misalnya seperti 

tidak melakukan sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk 

melakukan sesuatu, kewajiban yang mana timbul dari hukum yang berlaku 

(karena ada juga kewajiban yang timbuk dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap 

perbuatan melanggar hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan 

tidak ada juga unsur causa yang diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam 

kontrak.
37

 

B. Perbuatan tersebut Melanggar Hukum 

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melanggar hukum. Sejak tahun 

1919, unsur ini didefinisikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni: 

a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. 

b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau 

c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau 

d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atau 

                                                 
36

Ibid., hlm. 10 
37

Ibid, hlm. 11 
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e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam 

bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist 

tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer 

betaamt ten aazien van anders persoon of goed)
38

 

C. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku 

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan Melanggar 

Hukum tersebut, undang-undang yurisprudensi mengsyaratkan bahwasanya 

pelaku harus memenuhi unsur kesalahan (schuldelement) dalam pelaksanaan 

perbuatan melanggar hukum. Maka perlu diketahui, suatu tindakan dianggap oleh 

hukum mengandung unsur kesalahan, maka harus memenuhi unsur-unsur berikut: 

a) Adanya unsur kesengajaan 

b) Adanya unsur kelalaian atau kealpaan (negligence, culpa), dan  

c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan 

Overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
39

 

D. Adanya Kerugian Bagi Korban 

Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan 

yang berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda 

dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka 

kerugian karena perbuatan melanggar hukum di samping kerugian materil, 

yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga dinilai 

dengan uang.
40

 

 

                                                 
38

Ibid. 
39

Ibid., hlm. 12 
40

Ibid., hlm. 13 
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E. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan Melanggar Hukum. 

Hubungan klausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang 

terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melanggar hukum. Untuk 

hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan 

teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab aibat secara faktual hanyalah 

merupakan masalah yang benar telah terjadi. Setiap kausa yang menyebabkan 

timbulnya kerugian merupakan penyebab yang secara faktual, asalkan kerugian 

(dampaknya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. 

Berdasarkan prinsip-prinsip perbuatan melanggar hukum yang sudah 

dijelaskan, maka dalam kaitannya dengan hibah apabila suatu oknum melakukan 

penghibahan yang dalam hibah tersebut terdapat indikasi yang merugikan pihak 

lainnya secara immateriil maka dalam hal ini pemberi hibah wajib untuk 

bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuat dalam perspektif perbuatan 

melanggar hukum. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Normatif. Penelitian 

Normatif yaitu dengan membahas doktrin atau atau prinsip-prinsip 

yurisprudensi.
41

Penelitian normatif mengkaji masalah analisis hukum tertulis dari 

perspektif teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan 

materi, konsistensi, justifikasi keseluruhan untuk setiap pasal undang-undang, 

                                                 
41

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24 
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formalitas dan kekuatan hukum yang mengikat undang-undang, serta bahasa 

hukum digunakan.
42

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah sudut pandang penulis, melihat ruang lingkup diskusi, dan 

menjanjikan untuk menggambarkan dengan jelas sifat karya ilmiah
43

 Penulis 

memperoleh informasi tentang pertanyaan penelitian dari berbagai sumber untuk 

menperjelasnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode 

penelitian yang berbeda, antara lain. 

a) Pendekatan Perundang-Undangan (statue Approach) 

Pendekatan hukum adalah strategi yang memanfaatkan hukum dan 

aturan.
44

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang 

dipertimbangkan diperiksa dan dievaluasi. Pendekatan undang-undang 

mengharuskan peneliti tambahan memeriksa dasar-dasar filosofis dari setiap 

bagian dari undang-undang yang sedang diperiksa. Undang-undang yang dikaji 

merupakan undang-undang yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata.  

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan memahami doktrin-doktrin serta menelaah 

pandangan-pandangan yang berkembang di ilmu hukum. Peneliti perlu merujuk 

pada prinsip-prinsip hukum yang berasal dari undang-undang. 
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c) Pendekatan Analitik (Analytical Approach) 

Pendekatan analitik bertujuan memahami arti yang terdapat padapemakaian 

istilah terhadap peraturan dan undang-undang secara konsepsional, sekaligus 

bertujuan melihat pelaksanaan terhadap praktik dan berbagai putusanhukum, 

maka dilaksanakan dengan dua pemeriksaan. Di awali dari pencarian arti baru 

yang terdapat pada peraturan hukum yang terkait.`Selanjutnya, 

melakukanpengujian beberapa istilah hukum tersebut pada praktik dengan 

menganalisisputusan hukum.
45

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah semua bahan hukum. Bahan hukum yang mengikat adalah bahan 

hukum primer (primary law material). Terdiri dari aturan dan undang-undang dari 

pemerintah yang menangani isu-isu tertentu, yaitu:  

a) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoritatif.
46

 Bahan hukum primer 

yang digunakan melalui  peraturan  perundang-undangan dalam tata hukum positif 

di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam skripsi yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

bahan-bahan penunjang seperti literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan-tulisan 

ilmiah, catatan kuliah, serta sumber informasi yang kredibel lainnya. 
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c) Bahan Hukum Tersier 

Sumber hukum primer dan sekunder didukung dan diinformasikan oleh bahan 

hukum tersier.
47

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu dengan 

membaca dan memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, 

artikel majalah, artikel surat kabar, dan lain-lain. 

Bahan-bahan tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan rumusan 

masalah yang diajukan penulis dalam penulisan ini. Setelah itu bahan-bahan 

tersebut diolah dan dirumuskan secara jelas, rinci, dan sistematis sesuai dengan 

substansi permasalahan yang akan dibahas. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deskriptif 

analisis yaitu dengan menjabarkan permasalahan dan mengemukakan pandangan 

serta mencari solusi dari permasalahan tersebut dari pengertian-pengertian dan 

konsep-konsep yang ada pada literatur-literatur yang dihubungkan dengan 

ketentuan undang-undangan yang kemudian disusun secara sistematis dan 

ditampilkan secara utuh yang bertujuan untuk memahami permasalahan, baru 

kemudian ditarik kesimpulan. 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, 

yaitu cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan 

tersebut.
48

 Menurut Jhony Ibrahim, cara berfikir dalam metode berifikir deduktif 

adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang 

sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu 

yang sifatnya khusus.
49
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